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Kegagalan Pembangunan Pertanian di Indonesia
Syaiful Bahari
LAPORAN Fokus (Kompas, 17/1/2004) tentang Kisruhnya
Politik Pangan banyak menguak tabir persoalan pangan
dan pertanian di Indonesia yang tak pernah selesai
dari dulu hingga sekarang. Beberapa narasumber telah
menyoroti akar persoalan dari mulai kebijakan
produksi, impor, keterbatasan lahan, sampai pada
kelembagaan di sektor pertanian.
Namun, keseluruhan pandangan itu belum secara tegas
menyatakan jalan apa yang harus ditempuh Indonesia
dalam membenahi masalah pangan dan sektor pertanian.
Sebagian lebih menggunakan pendekatan produksi, pasar,
dan mekanisme perdagangan yang selama ini menjadi
bagian dari paradigma pembangunan pertanian di masa
Orde Baru (Orba). Tulisan ini dimaksudkan memberi
pandangan lebih mendasar tentang kegagalan pembangunan
sektor pertanian di Indonesia sekaligus langkah apa
yang perlu ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah
pangan yang kian mengemuka.
SEJAK awal tahun 1970, paradigma pembangunan pertanian
di Indonesia berubah drastis seiring perubahan
paradigma pembangunan ekonomi kapitalistis yang
bertumpu pada modal besar. Dalam kerangka pembangunan
ekonomi saat itu, sektor pertanian tidak lagi
ditempatkan sebagai fondasi ekonomi nasional, tetapi
dijadikan buffer (penyangga) guna menyukseskan
industrialisasi yang dijadikan lokomotif pertumbuhan
ekonomi.
Sebagai penyangga, yang terpenting bagi pemerintahan
Orba adalah bagaimana mendongkrak produksi pangan
dalam negeri tanpa harus berbelit-belit, cepat, dan
tidak berisiko secara politik. Pilihan ini sebagai
antitesis program land reform di masa Orde Lama (Orla)
yang dijadikan landasan utama dalam program
pembangunan pertanian semesta. Kebetulan pada saat
bersamaan arus global politik-ekonomi dunia
memperkenalkan revolusi hijau sebagai lawan dan
alternatif revolusi merah.
Orba yang sejak kelahirannya menganut ideologi ekonomi
kapitalis cenderung melaksanakan pembangunan
pertaniannya melalui by-pass approach (jalan pintas),
yaitu revolusi hijau tanpa reformasi agraria
(pembaruan agraria). Karena itu, pembangunan di
Indonesia oleh Rohman Sobhan (1993) disebut sebagai
development without social transition (Wiradi, 1999).
Perubahan paradigma ini menciptakan missing link dalam
pelaksanaan pembangunan pertanian dari satu periode ke
periode lain. Pertanian tidak lagi dipandang dalam
aspek menyeluruh, tetapi direduksi sebagai sekadar
persoalan produksi, teknologi, dan harga. Tanah
sebagai alas pembangunan pertanian tidak dianggap
sebagai faktor amat penting. Persoalan keterbatasan
lahan petani yang rata-rata hanya memiliki 0,25
hektar, menurut Syaiful Bahari dari Bimas Ketahanan
Pangan, dapat diatasi dengan menempuh non-land based
development (Kompas, 17/1/2004), bukan dengan merombak
dan menata kembali struktur penguasaan tanah yang
lebih adil dan merata melalui reformasi agraria. Cara
pandang seperti ini merupakan cermin jalan pintas yang
mendominasi kebijakan dan strategi pembangunan
pertanian sejak masa Orba hingga sekarang.
Keberhasilan Orba dalam swasembada pangan terutama
beras pada tahun 1986 tidak sepenuhnya dapat dipandang
sebagai kebenaran paradigma dalam meningkatkan
kesejahteraan petani. Beberapa hasil penelitian yang
dilakukan Survei Agro Ekonomi (SAE) dan
lembaga-lembaga lain menunjukkan, justru di saat
produksi beras mencapai titik puncak, jumlah petani
gurem kian meningkat dari 50,99-persen menurut Sensus
Pertanian 1983-menjadi 51,63 persen tahun 1993 dan
berdasarkan sensus tahun 2003 terjadi peningkatan 2,6
persen per tahun. Hasil penelitian di tingkat mikro di
beberapa desa memperjelas keterkaitan antara
kepemilikan lahan, tingkat kemiskinan, dan kerawanan
pangan. Kelompok masyarakat paling miskin dan rawan
pangan di pedesaan adalah petani gurem dan buruh tani.
Lantas ke mana larinya surplus pangan itu? Siapa yang
memetik keuntungan jerih payah petani? Mengapa tidak
terjadi transformasi sosial-ekonomi pedesaan di saat
pertanian telah menciptakan surplus? Kelompok yang
paling diuntungkan selama zaman emas adalah kaum
industrialis. Kebijakan politik-ekonomi Orba
menggunakan surplus pertanian guna menyubsidi sektor
industri lewat politik pangan murah untuk menjaga
stabilitas upah buruh demi mempercepat proses
industrialisasi.
Di beberapa negara seperti China dan Korea Selatan,
strategi itu digunakan. Namun, ketika industri telah
menghasilkan surplus, sebagian keuntungan dikembalikan
lagi ke sektor pertanian. Hal inilah yang tidak
terjadi di Indonesia. Kasus Indonesia, setelah
pertanian diperas habis lantas ditinggalkan. Surplus
industri justru dipakai untuk konsumsi barang mewah,
pembangunan properti, dan sebagian lagi dibawa lari ke
luar (capital outflow). Pertanian hanya ditempatkan
sebagai subordinasi sektor industri sehingga tidak
pernah terjadi transformasi sosial-ekonomi di pedesaan
maupun tingkat nasional.
PERSOALAN pangan tidak hanya berkait dengan konsumsi
dan produksi, tetapi juga soal daya dukung sektor
pertanian yang komprehensif. Ada empat aspek yang
menjadi prasyarat melaksanakan pembangunan pertanian:
(1) akses terhadap kepemilikan tanah; (2) akses input
dan proses produksi; (3) akses terhadap pasar; dan (4)
akses terhadap kebebasan.
Dari keempat prasyarat itu yang belum dilaksanakan
secara konsisten adalah membuka akses petani dalam
kepemilikan tanah dan membuka ruang kebebasan untuk
berorganisasi dan menentukan pilihan sendiri dalam
berproduksi. Pemerintah hingga kini selalu menghindari
kedua hal itu karena dianggap mempunyai risiko politik
tinggi. Kebijakan pemerintah lebih banyak difokuskan
pada produksi dan pasar.
Padahal, apabila kita bercermin pada kisah sukses
pembangunan pertanian di Jepang, Thailand, Korea
Selatan, Taiwan, China, dan Vietnam, semuanya tidak
terlepas dan diawali dengan perombakan dan penataan
kembali struktur penguasaan tanah yang timpang melalui
program reformasi agraria. Reformasi agraria sendiri
mencakup redistribusi tanah kepada petani gurem dan
buruh tani, penataan produksi melalui pembangunan
infrastruktur pertanian, fasilitas permodalan dan
teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan/organisasi
petani dalam bentuk koperasi atau asosiasi petani, dan
proteksi terhadap produk-produk pertanian.
Keberhasilan negara-negara itu dalam pelaksanaan
reformasi agraria telah memberi landasan kuat guna
menempuh jalan industrialisasi dan transformasi
sosial-ekonomi dalam skala nasional. Dapat dikatakan,
reformasi agraria hingga kini adalah jalan terbaik
bagi negara-negara agraris seperti Indonesia untuk
melakukan transformasi sosial-ekonomi dan membangun
fondasi ekonomi nasional yang kokoh. Sayang, di
Indonesia isu reformasi agraria masih menjadi momok
menakutkan karena dianggap sebagai warisan konflik
berdarah tahun 1965. Selain itu, pemerintah juga masih
amat percaya dengan resep non-land based development
sebagai cara efektif untuk mengatasi krisis pangan dan
sektor pertanian. Kita hanya bisa membanggakan
kesuksesan negara-negara Asia yang disebutkan di atas
tanpa melihat konteks sejarahnya.
Sebenarnya, sudah sejak lama masalah ketimpangan
penguasaan tanah ini terjadi, bahkan jauh sebelum
Indonesia merdeka. Persoalan ini merupakan warisan
kolonial Belanda yang belum pernah terselesaikan
hingga kini. Program land reform yang dilaksanakan
pertengahan tahun 1960-an akhirnya kandas di tengah
jalan seiring perubahan sistem politik dan ekonomi di
bawah Orba.
Jadi, agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu,
tidak ada jalan lain untuk membangun pertanian yang
kuat, kecuali keempat prasyarat yang sudah dijelaskan
di atas harus dipenuhi lebih dahulu. Jangan sampai
kita membangun pertanian seperti membangun rumah di
atas angin, tanpa disediakan alasnya lebih dulu.
Syaiful Bahari Wakil Direktur Eksekutif Sekretariat
Bina Desa
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Bustanul Arifin (02)

Kaya Ide Pembangunan Pertanian

  

Sebagai Guru Besar Tetap Fakultas PertanianUniversitas Lampung, kegiatan sehari-hari Bustanul Arifin berkutat pada mengajar, menulis, meneliti, atau kalau di rumah bermain badminton. Hidupnya benar-benar terlalu biasa. Tetapi bila didalami terbuktilah, Bustanul Arifin memiliki banyak ide bagaimana membangun pertanian yang tangguh. Tujuannya sederhana saja, memperbaiki peradaban demi kemaslahatan umat manusia.

Sesekali Bustanul Arifin masih diminta untuk memberikan masukan kepada Menteri dan sejumlah pejabat di bidang ekonomi pertanian. Seperti, memberi masukan ke Departemen Perdagangan, atau Dewan Ketahanan Pangan. Tetapi kegiatan itu selain tak rutin, agaknya sudah tak terlalu menarik baginya. Bustanul menyebut diri bukan orang kantoran. Kegiatan kantorannya tak lebih dengan terus mengajar dan menguji. ”Hidup terlalu indah kenapa ambil pusing. Yang penting sehat dan berpikiran positif,” bunyi rahasia dan kunci hidup orang yang tampak bersahaja dan biasa-biasa saja ini. 

Bustanul ternyata tak tertarik untuk menjadi eksekutor kebijakan di lembaga eksekutif pemerintahan. Ia mengatakan sudah sangat bangga dengan menjadi eksekutif untuk tugas-tugas kesehariannya yang sudah cukup menyita waktu. Sebagai eksekutif di situ ia melaksanakan tanggungjawab membimbing, mengajar, dan membuat pintar orang tanpa harus menjadi pintar sendiri. “Saya merasa melaksanakan tanggungjawab eksekusi di situ. Kalau Anda maksudkan saya sebagai birokrasi, atau apa, saya memang tidak akan mencari jabatan itu,” urainya.

Ketidaktertarikan Bustanul menjadi eksekutif di pemerintahan erat kaitannya dengan kisah kuno benaran. Konon dalam sebuah keluarga ada anggota yang inginnya memiliki sesuatu. Misal seorang anak yang ingin mobil-mobilan, atau anak yang selalu inginnya lebih dari saudaranya yang lain. Kemudian ketika kepala keluarga pergi keluar rumah tentu berpikir tanggungjawab rumhatangga ia akan berikan kepada siapa. “Dugaan saya, Anda tidak akan memberikan tangungjawab itu kepada anak Anda yang ingin mendapatkan sesuatu itu. Anda pasti memberikan tanggungjawab kepada orang yang memang Anda dapat percayai, anak atau siapapun yang Anda tahu tidak ambisi pada sesuatu apapun. Kalau itu yang terjadi, saya yakin Indonesia oke,” kata Bustanul mencoba berfilsafat. 

Kata dia, kalau Indonesia memberikan sesuatu kepada orang-orang yang inginkan sesuatu hingga mau gesek sana gesek sini, maka dia bekerja pasti tidak akan genuine tidak tulus. Dia mungkin tidak akan pernah mengeksekusikan apa yang dimandatkan. Padahal kepadanya sudah sempat diharapkan melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Sudah terlanjur ia diharapkan memiliki program-program yang lebih cukup dan baik dan diyakini pasti bisa dilaksanakan. Tetapi dia pasti menjadi tidak genuine di situ karena dasarnya ambisi tadi. 

Cita-Cita Sederhana
Bustanul Arifin sebagai akademisi tulen memiliki hidup yang biasa-biasa saja, bahkan sampai-sampai ia tak berambisi untuk menginginkan sesuatu hal apapun padahal usianya masih sangat muda belia. Ia sesungguhnya memiliki prospek karir dan masa depan yang cerah. 

Kendati mengecap pendidikan tinggi di luar negeri, terbuktilah Bustanul Arifin memiliki cita-cita tentang Indonesia masa depan sangat sederhana saja. Ia hanya ingin bisa melihat anak-anak dan cucu-cucunya kelak betah menjadi orang Indonesia. Ia tidak bermuluk-muluk bisa merasakannya segera, atau lima tahun lagi itu akan terlihat sebab dibutuhkan proses yang mungkin memakan waktu hingga 20 tahun ke depan. Saat itulah menurutnya kita baru bisa melihat Indonesia yang sudah lebih baik. 

Bustanul mendasarkan cita-cita sederhananya pada proses siklus pertama yang sudah dilalui Indonesia. Sekarang kita sedang berada pada siklus kurva sinus yang akan menaik lebih baik lagi. Tidak akan lama-lama tapi tidak juga akan cepat. “Kalau saya menjadi bagian dari upaya untuk naik seperti itu, saya tentu saja sangat bangga. Tetapi, tentu saja saya menjadi tidak bangga kalau saya menjadi bagian dari penurunan di kurva itu. Saya yakin kita masih akan bangkit,” kata Bustanul optimis melihat masa depan Indonesia yang baik.

Memiliki cita-cita sederhana tentang Indonesia masa depan tetap tidak membuat Bustanul tertarik untuk masuk dan berada pada lingkaran dalam para pengambil keputusan. Tempo hari, misalnya, ada seseorang pejabat yang menawarinya kedudukan tertentu. Kepadanya Bustanul malah mengatakan, biarkan saya mengejar karya akademik saya dulu. 

“Dia menerima alasan itu. Mungkin lima tahun lagi saya akan berpikir lagi. Mereka menghargai pendapat saya. Untuk sementara saya senang berada pada pilihan saya, saya ingin berbuat lebih banyak lagi,” kata Bustanul. “Yang penting kerja keras. Jangan berharap keberhasilan akan datang dengan sendirinya. Itu merupakan proses panjang dan berliku, dan dalam proses pencarian itu seninya harus dinikmati. Kita semua bagian dari universe. Kalau sudah menentukan pilihan maka harus kommit pada itu jangan mencla-mencle.”

Bustanul mengatakan kata kommit mahal. Ngapain komitmen banyak-banyak tetapi kinerjanya payah. Lebih baik komitmen tidak terlalu banyak tetapi tercapai. Kata ahli strategi, lebih baik Anda memiliki strategi tidak sempurna 100 persen, mungkin 80 persen saja, tapi Anda mampu melaksanakannya semua 100 persen. Daripada Anda memiliki strategi 100 persen, tetapi hanya mampu melaksanakan 80 persen saja itu tidak baik. “Itu berarti ada growing, growing dan growing. Tidak apa-apa growing dan evolution. Ini pelajaran berharga untuk para politisi untuk tidak memberi janji muluk-muluk tapi tak mampu. Janjinya yang realistis saja,” kata Bustanul. 

Berdasar Keseimbangan Umum
Bustanul Arifin berbicara masalah peradaban dalam orasi ilmiahnya sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian, di Universitas Lampung (Unila), Lampung pada 20 Februari 2006. 

Mengangkat isu peradaban tak berarti Bustanul sudah meninggalkan mikro pertanian, sebagaimana dipelajari saat kuliah di IPB Bogor. Tetapi sebagai pengusung ide perbaikan peradaban melalui ekonomi pertanian, Bustanul harus konsisten untuk selalu berkutat pada persoalan kemaslahatan manusia minimal pada proses kebijakan di suatu negara.

Ilmu itu universal tidak ada batasnya. Awal berkembangnya ilmu ekonomi pertanian memang dari mikro, seperti bagaimana mengkombinasikan pupuk dengan tenaga kerja, dengan air dan seterusnya dengan menghasilkan keuntungan yang sangat mikro. Tetapi belakangan ekonomi pertanian tidak dapat lagi dipisahkan dari teori ekonomi pembangunan. Ia mencontohkan persoalan beras, di tingkat petani ini persoalan mikro. Tetapi beras menjadi sangat makro kalau tiba pada pengambilan keputusan. “Mikro tetap penting. Tetapi kombinasi atau formasi makro-mikro menjadi sinergi yang cukup baik,” kata Bustanul.

Hampir semua sejarah negara-negera di dunia membangun ekonomi baik itu industri maupun jasa, dimulai dari pembangunan yang berbasis pertanian minimal pada resources. Termasuk Taiwan yang sangat ketat membangun ekonomi pertanian. Demikian pula dengan Hongkong dan Singapura yang diperdagangkan adalah komoditas pertanian. Singapura sangat terkenal dengan kinerja re-ekspor beberapa komoditas pertanian. CPO atau minyak mentah kita lewat sana, lalu diolah, dipak, kemudian diekspor ulang. 

Karena peta perjalanan pembangunan ekonomi semua negara pasti berbasis pertanian, membuat Bustanul tiba pada kesimpulan untuk harus lebih banyak menelusuri makro. Dan bila berbicara masalah makro pertanian itu berarti sudah sangat dekat dengan lingkungan politik saat berlangsung pengambilan keputusan. 

Tetapi Bustanul menyimulkan pemerintahan sekarang masih belum mampu menterjemahkan itu. Tidak usah bersoal kepada politik praktis, pada proses pengambilan kebijakan saja tidak segampang yang kita maui tidak segampang teori berbicara. Di dalamnya banyak sekali resistensi, keengganan dan keacuhan semua pihak. “Dan kalau sudah sampai ke sana maka pasal satu dari peradaban sudah tak terpenuhi. Kita sudah tak beradab. Jadi, memang harus ke makro sana, integrated,” urai Bustanul.

Bustanul tidak jauh-jauh berpikir, ia memperbandingkan saja ketidakmampuan pemerintahan sekarang dengan era Pak Harto. Menurutnya Pak Harto mengerti secara baik persoalan makro dan mikro pertanian. Dia tahu harus mengelola birokrasi seperti apa. Pemerintahan sekarang belum mampu, apalagi kalau dikaitkan dengan cerita petani kakao dari Bone. Jadi mandat yang diberikan rakyat kepada pemerintah untuk membangun pertanian sampai sekarang belum mampu diterjemahkan menjadi suatu action yang nyata. Kata Bustanul, yang ideal dalam pengambilan keputusan adalah model deduktif-induktif, dari yang besar, makro, ambil kasus, perdalam, kemudian implikasikan lagi ke makro.

Bustanul sadar ekonomi pertanian tergolong rumit. Tak heran apabila Indonesia negara agraris, yang mestinya perekonomiannya didorong oleh pergerakan pertanian tetapi nyatanya tidak. Sebuah artikel di Journal American Economic Review yang dibacanya menyebutkan, pembangunan pertanian merupakan in general equilibrium atau keseimbangan umum. Teori keseimbangan umum ini menyebutkan, kalau dikasih shock (kejutan) di sini maka justru di sana yang bergoyang.

Aplikasinya, kalau mau mengembangkan hibrida misalnya, atau padi varietas unggul berproduksi tinggi, tidak sesederhana berikan itu lalu ukuran produksi pasti akan meningkat. Sebagai negara agraris keinginan membangun pertanian tidak sesederhana membangun seperti itu, lalu besok produksi tumbuh dan petani senang. Dalam in general equilibrium elemen lain dari persamaan umum saling berhubungan. Dia membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik dan teknologi yang tersedia. Atau dari sesama faktor produksi, bila bicara benih maka harus pula bicara pupuk, bicara pupuk bicara air, bicara air bicara sumber air dan seterusnya. 

Kata Bustanul, kalau kita menginginkan sesuatu yang baik dari itu tidak salah. Tetapi itu harus mampu diterjemahkan oleh para pemimpin dan tokoh elit menjadi sesuatu yang bisa diaplikasikan langsung di lapangan. “Itu yang belum terlihat sekarang. Saya katakan Pak Harto pernah sedikit berhasil melakukan itu. Tetapi kemudian tidak berhasil lagi karena tantangannya berubah dan Pak Harto belum mengubah framework-nya,” kata Bustanul.

Kasus beras merupakan contoh aktual dan sesuai dengan in general equilibrium. Kasus beras membuktikan persoalan dibenahi di sini lalu yang goncang di sana. Sayangnya, selama ini tidak banyak orang yang mempertimbangkan dengan cara seperti itu. Para pengambil keputusan di tingkat elit lebih banyak mempertimbangkan kepentingannya saja. Itu sebab kita tidak akan pernah bisa mencapai demokrasi yang sebenarnya. 

“Saya katakan, demokrasi itu bagaimana kita mendengarkan pendapat orang dulu baru kita tawarkan pendapat kita. Negosiasi, sebetulnya. Kita belum kita berdemokrasi, demokrasi kita masih demokrasi smackdown memaksakan kehendak sendiri,” kata Bustanul, mengurai peliknya persoalan beras.

Bustanul pernah memberikan saran kepada anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, yang berkali-kali menggagas ide interpelasi soal beras di DPR. Bustanul memastikan “Anda tidak bisa, pasti tidak sampai ke interpelasi karena yang Anda lakukan itu terkesan oleh publik semata-mata untuk kepentingan politik Anda, bukan untuk membangun pertanian yang sebenarnya.”

Kata Bustanul ide interpelasi harus genuine dari dalam. Jika memang genuine maka paling tidak lawan dan kawan politik akan melihat apakah ide interpelasi ini layak diteruskan atau tidak. “Kalau istilahnya Yohannes Surya, kan, Mestakung, Semesta Mendukung. Kalau iya, akan didukung, kalau tidak, ya tidak ada yang dukung. Kejatuhan Pak Harto itu karena Mestakung juga, sebetulnya,” jelas Bustanul. 

Menurut Bustanul masalah beras tidak akan pernah selesai urusannya. Karena setelah masalahnya dipecahkan akan ada masalah lain lagi dan itulah kehidupan. Ada masalah sangat mungkin ada bridging, lalu ada masalah baru lagi. Tetapi menjadi norak dan menyebalkan apabila permasalahannya tidak berubah dari tahun ke tahun.

Berikan Stimulus Pertanian
Bagaimana cara membangun pertanian dengan membuat konsep yang matang, Bustanul sangat yakin Presiden SBY tahu soal itu. “Cuma, memang, entah tidak ada waktu atau tidak didelegasikan ke bawahannya sehingga saya tidak melihat action yang konkrit,” kata Bustanul. 

Menurutnya, karena membangun pertanian rumit maka diperlukan pemahaman yang lebih agar kerumitan bisa disederhanakan dan dihasilkan sebuah action yang tidak terlalu rumit. Pak Harto telah berhasil melakukannya paling tidak pada 16 tahun pertama kepemimpinannya. Dia merencanakan secara baik karena ingin swasembada, bertekad mencapainya dengan membangun infrastruktur, jembatan, berikan fasilitas kredit BIMAS/INMAS/INSUS, birokrasi di bidang itu dikuasai sehingga orang tidak macam-macam. “Singkat cerita kita bisa.” 

Seharusnya pemerintah sekarang atau yang akan datang minimal meniru, walaupun dengan level yang harus disesuaikan dengan kondisi sekarang untuk memperlakukan pembangunan pertanian sebagai in general equilibrium. Indonesia dulu bisa melakukannya karena Indonesia masih sederhana. Sekarang kompleksitas eksternal dan peradaban sudah berubah dan harus diterjemahkan dari konsep yang abstrak menjadi konkrit. “Ide saya, pertanian itu perlu dibangun sejalan dengan sektor lain, bukan atau/dan sektor lain. Jadi di sebuah negara agraris kalau membangun pertanian harus sejalan dengan industri dan pembangunan sektor jasa. Itu yang kita kurang,” papar Bustanul. 

Stimulus yang diperlukan untuk membangun pertanian menurutnya tidak rumit-rumit amat. Seperti sediakan financing atau akses kredit. Beberapa kendala yang dihadapi pertanian terutama land holding, atau luas lahan pertanian yang sangat kecil berikan stimulus dengan agraria reform. Berikan pula akses teknologi dan akses perubahan. Dalam bahasa umum, stimulusnya adalah berupa incentive system atau sistem insentif yang mampu mengubah perilaku pelaku, paling tidak petani sebagai pelaku agar sesuai dengan yang di-setting dalam sistem insentif. Kalau itu tidak dilakukan kita jangan berharap terlalu banyak. 

Bustanul memiliki banyak ide dan konsep memperbaiki pertanian yang sedang carut-marut ini. Ia memulainya dari yang sederhana yaitu memberikan akses atau insentive system kepada masyarakat. Bahkan, message-nya lagi, apabila pemerintah memang harus tidak intervensi maka daripada tidak membantu janganlah mengganggu konsep yang sederhana sistem insentif tadi. 

Konkritnya, kalau orang ingin mendirikan usaha baru, punya ide baru teruskan saja. Pemerintah sebagai birokrasi hanya perlu menarik garis sebab dia punya law, regulation untuk melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. “Yang paling simpel, kerjakan saja apa yang bisa dikerjakan, just do it.”

“Tetapi, memang, yang diinginkan juga tidak tahu lalu bagaimana orang bisa ber-action,” simpul Bustanul, melihat tiadanya gerakan pemerintah. Misalnya maunya pemerintah adalah membangun ketahanan pangan, atau mau high value quota. Maksudnya petani tak harus tanam beras tapi menanam tanaman yang paling menguntungkan sehingga bisa keluar dari jeritan kemiskinan. “Kalau itu yang harus dipilih tentu saja harus itu yang diusung. Tapi kalau tidak pernah memilih kita juga tak pernah tahu.”

Kemudian kalau petani tidak akan terganggu dengan hal-hal yang berhubungan dengan keharusan mengikuti suatu patokan tertentu, maka kelolalah mereka sesuai dengan dinamika seperti itu. Petani memiliki kebebasan untuk menanam apapun. “Tapi apa insentif yang menarik yang Anda berikan dia pasti akan bergerak ke sana,” kata Bustanul. 

Ia mencontohkan bila sekarang orang membangun pertanian setelah melihat kepada harga sawit sekian, maka dia akan menanam sawit dengan ekspektasi tujuh tahun kemudian akan memanen dengan pendapatan sekian. “Insentive system harus terjaga seperti itu bagaimana akses ke kredit, pupuk, bagaimana memperoleh varietas baru dan seterusnya,” ujar Bustanul Arifin. ►ti/ht-am
